
 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PONTIANAK 

PROPINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR  37 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang : a bahwa untuk menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu disusun 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018;  

  b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2756); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

 



  5.  Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

  6.  Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaranNegara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

  8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara republik 

Indonesia Tahun 2009 Noor 130, Tambahan Lembaran 

negara Republik Indonesia Nomor 5049);   

  9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578); 

  11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

4502);  

  12.Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang 

pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

negara Republik Indonesia Nomor 4741);   

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

 

 

 



  15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengadaan barang/jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 

Nomor 310); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;  

  19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 

  20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1); 

  21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 149); 

  22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2018 

  

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 

PONTIANAK  TAHUN  ANGGARAN  2018. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pontianak 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpim pelaksanaan urusan Pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 



3. Walikota adalah Walikota Pontianak 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Pontianak 

5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKA – PD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/bagian selaku 

pengguna anggaran. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerinta daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.  

8. Singkronisasi program dan kegiatan antar Perangka Daerah adalah 

keserasian Rencana kerja perangkat Daerah (RKPD) dengan program dan 

kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan di dalam Kebijakan Umum 

APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.   

9. Prinsip dan Kebijakan Umum APBD adalah landasan filososi untuk 

merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun 

anggaran untuk dipedomasni oleh Perangkat Darah menyusun rencana 

kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan RKA-PD dan Rancangan 

Perubahan Dokumen Perubahan Anggaran Perangkat Daerah. 

10. Tehnis Penyusunan RKA-PD adalah langkah – langkah yang harus 

dipedomani dalam penyusunan RKA-PD  

11. Tehnis Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran perangkat 

daerah yang selanjutnya disingkat RKPA – PD adalah langkah – langkah 

yang harus dipedomani dalam penyusunan RKPA – PD  

12. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai 

petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, 

pembahasan dan penetapan APBD.  

 

BAB II 

MAKSUD , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  

Pasal 2 

 

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman PD dalam 

penyusunan RKA-PD, RKPA-PD, Penyusunan APBD dan APBD Perubahan Kota 

Pontianak tahun Anggaran 2018. 

 

Pasal 3 

 

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar dalam penyusunan APBD 

Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 sesuai dan selaras dengan Kebijakan 

Pemerintah dan Peraturan Pemerintah serat Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 4 

 

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah  

1. Pedoman Penyusunan;  dan  

2. Ketentuan penutup  

 

 

 



BAB III 

PEDOMAN PENYUSUNAN 

Pasal 5 

 

 (1)  Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 meliputi: 

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah 

Daerah;  

b. prinsip penyusunan APBD;  

c. kebijakan penyusunan APBD; 

d. teknis penyusunan APBD; dan 

e. hal khusus lainnya.  

(2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.    

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

 

Peraturan Walikota ini  mulai berlaku pada tanggal  diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Pontianak. 

 

  Ditetapkan di Pontianak 

  pada tanggal 14 Juli2017 

   

   WALIKOTA PONTIANAK, 

             

             ttd 

 

        SUTARMIDJI 

 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 14 Juli 2017 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

                    

                     Ttd 

 

                 ZUMYATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 37 

 

 


